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Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia saat ini masih sangat rendah jika 
dibandingkan dengan negara lain. Salah satu faktor utama rendahnya kualitas SDM ini tentu 
berhubungan dengan dunia pendidikan nasional. Program pendidikan nasional yang telah 
dirancang diyakini belum berhasil menjawab harapan dan tantangan masa kini maupun masa 
depan. Padahal, dunia pendidikan nasional perlu dirancang agar mampu melahirkan generasi 
atau SDM yang memiliki keunggulan pada era globalisasi. 
Di sisi lain, era globalisasi ditandai dengan persaingan antar negara, baik tingkat regional 
(ASEAN) maupun tingkat internasional. Oleh karena itu, tidak hanya potensi sumber daya 
alam semata yang diperhatikan, tetapi juga dibutuhkan SDM yang berkualitas dan mampu 
bersaing dengan negara lain. 
Fakta-fakta tersebut mendorong perlunya peningkatan kualitas layanan pendidikan, seperti 
layanan pendidikan berstandar internasional yang berbasis teknologi informasi maupun 
pembelajaran dengan metode bilingual. Salah satu realisasinya adalah dengan 
dikeluarkannya kebijakan pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) guna 
meningkatkan kemampuan dan daya saing bangsa Indonesia di forum internasional.  
Kebijakan SBI merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional 
melalui kerjasama dengan negara-negara maju yang memiliki keunggulan, khususnya dalam 
bidang pendidikan. Pendidikan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah 
satu negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan 
negara maju lainnya. 
Di sisi lain, penyelenggaraan SBI dapat melahirkan konsep pendidikan yang diskriminatif, 
dimana pada realitasnya sekolah ini hanya mampu dijangkau oleh siswa yang memiliki 
kemampuan/kecerdasan unggul dan cenderung ekslusif. Layanan pendidikannya juga seakan 
diperuntukan bagi anak orang kaya atau kaum “the have”, dan sangat berpotensi terjadinya 
komersialisasi pendidikan.  
Dalam makalah ini, penulis mencoba mendeskripsikan secara global salah satu isu kritis 
dalam pendidikan, yakni seputar penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional tersebut 
yang masih ditanggapi pro dan kontra oleh banyak kalangan, termasuk para pemerhati dunia 
pendidikan dan lebih-lebih oleh para orang tua siswa. Pemerintah menuai banyak pujian dan 
juga kritikan, seakan konsep dan penyelenggaraan SBI dinilai belum dikaji secara mendalam.  
 




Pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 
dan negara (Undang-undang RI No. 20 Tahun 
2003 pasal 1 ayat (1)).  
Pasal di atas setidaknya memberikan dua 
jaminan bahwa penyelenggaraan pendidikan 
harus diadakan dan mutu layanan pendidikan 
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sudah seharusnya terus ditingkatkan guna 
meraih tujuan dari pendidikan itu sendiri. 
Adapun Undang-undang Sistem 
Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 
memperkenalkan klasifikasi sekolah baru. 
Sekolah itu antara lain belakangan ini telah 
muncul yang disebut Sekolah Bertaraf 
Internasional (SBI), Sekolah dengan Kategori 
Mandiri (SKM), dan kelompok Sekolah Biasa 
(SB). Pada SBI, pihak penyelenggara 
pendidikan diberi ruang untuk menggunakan 
silabus pembelajaran dan penilaian yang 
umumnya dipakai pada sekolah menengah di 
negara-negara yang tergabung dalam OECD. 
Penyelenggaraan satuan pendidikan untuk 
dikembangkan menjadi satuan pendidikan 
bertaraf internasional yang selanjutnya 
disebut dengan Rintisan Sekolah Bertaraf 
Internasional (disingkat dengan RSBI) 
dilatarbelakangi oleh alasan-alasan sebagai 
berikut: 
 
1. Era globalisasi menuntut kemampuan 
daya saing yang kuat dalam teknologi, 
manajemen dan sumber daya manusia.  
 
Keunggulan teknologi akan 
menurunkan biaya produksi, meningkatkan 
kandungan nilai tambah, memperluas 
keragaman produk dan meningkatkan mutu 
produk. Keunggulan manajemen SBI dapat 
mempengaruhi dan menentukan bagus 
tidaknya kinerja sekolah dan keunggulan 
sumber daya manusia yang memiliki daya 
saing tinggi pada tingkat internasional akan 
menjadi daya tawar tersendiri dalam era 
globalisasi ini. 
 
2. Dalam upaya peningkatan mutu, 
efisiensi, relevansi, dan memiliki daya 
saing kuat, maka dalam penyelenggaraan 
SBI pemerintah memberikan beberapa 
landasan yang kuat yaitu: (a) Undang-
undang No. 20 Tahun 2003 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN 
20/2003) Pasal 50 ayat (3) dinyatakan 
bahwa “pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah menyelenggarakan sekurang-
kurangnya satu satuan pendidikan pada 
semua jenjang pendidikan untuk 
dikembangkan menjadi satuan 
pendidikan bertaraf internasional”; (b) 
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 
Tentang Standar Nasional Pendidikan 
(disingkat SNP) ; (c) UU No. 17 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 menetapkan tahapan skala prioritas 
utama dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah ke-1 tahun 2005-2009 
untuk meningkatkan kualitas dan akses 
masyarakat terhadap pelayanan 
pendidikan. Demikian pula dalam 
Renstra 2010-2014 bahwa pemerintah 
menargetkan pada tahun 2014 minimal 
50% kabupaten/kota di Indonesia telah 
ada Sekolah Bertaraf Internasional. 
3. Penyelenggaraan RSBI didasari oleh 
filosofi eksistensialisme dan 
esensialisme (fungsionalisme). Filosofi 
eksistensialisme berkeyakinan bahwa 
pendidikan harus menyuburkan dan 
mengembangkan eksistensi peserta didik 
seoptimal mungkin melalui fasilitasi 
yang dilaksanakan melalui proses 
pendidikan yang bermartabat, pro-
perubahan (kreatif, inovatif dan 
eksperimentatif), menumbuhkan dan 
mengembangkan bakat, minat, dan 
kemampuan peserta didik. Jadi, peserta 
didik harus diberi perlakuan secara 
maksimal untuk mengaktualkan potensi 
intelektual, emosional dan spiritualnya. 
Para peserta didik tersebut merupakan 
aset bangsa yang sangat berharga dan 
merupakan salah satu faktor daya saing 
yang kuat, yang secara potensial mampu 
merespon tantangan globalisasi. Filosofi 
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esensialisme menekankan bahwa 
pendidikan harus berfungsi dan relevan 
dengan kebutuhan, baik kebutuhan 
individu, keluarga, maupun kebutuhan 
berbagai sektor dan sub-sub sektornya, 
baik lokal, nasional, maupun 
internasional. Terkait dengan tuntutan 
globalisasi, pendidikan harus 
menyiapkan sumber daya manusia 
Indonesia yang mampu bersaing secara 
internasional. 
4. Dalam mengaktualisasikan kedua filosofi 
tersebut, empat pilar pendidikan yaitu 
learning to know, learning to do, 
learning to live and together, learning to 
be and merupakan patokan berharga bagi 
penyelarasan praktek-praktek 
penyelenggaraan pendidikan di 
Indonesia, mulai dari kurikulum, guru, 
proses belajar mengajar, sarana dan 
prasarana, hingga sampai penilaiannya. 
Maksudnya adalah pembelajaran 
tidaklah sekedar memperkenalkan nilai-
nilai (learning to know), tetapi juga harus 
bisa membangkitkan penghayatan dan 
mendorong menerapkan nilai-nilai 
tersebut (learning to do) yang dilakukan 
secara kolaboratif (learning to live 
together) dan menjadikan peserta didik 
percaya diri dan menghargai dirinya 
(learning to be). 
 
Saat ini Sekolah Bertaraf Internasional 
(SBI) itu sudah tersebar di sejumlah 
kabupaten/kota di tanah air. Diperkirakan, 
menjelang berakhirnya tahun anggaran 2009, 
jumlah SBI akan mencapai 260 sekolah, 
terdiri dari SMA (100), SMP (100) dan SMK 
(60). 
Lebih dari itu, bagi seorang muslim, 
menuntut ilmu merupakan bentuk ketaatan 
                                                          
1.  Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 
seorang muslim kepada Allah   dan Rasul-
Nya. Rasulullah   telah bersabda “Menuntut 
ilmu wajib atas tiap muslim”.1 Konsekuensi 
dari hadits ini menjadi keharusan bagi setiap 
individu muslim untuk belajar dan mencari 
ilmu. Sedangkan bagi negara memiliki 
kewajiban untuk memberikan pelayanan 
pendidikan sehingga seluruh rakyat bisa 
menempuh pendidikan (sekolah). Karena 
memang keberadaan negara dalam Islam 
adalah sebagai periayah 
(pengurus/penanggungjawab) 
urusan  rakyatnya, termasuk pendidikan.2  
Sejak manusia diciptakan Allah , 
pendidikan menjadi satu aspek yang sangat 
penting dalam kehidupan manusia. Ada 
beberapa sebab yang menjadikan pendidikan 
begitu penting, salah satunya bahwa ilmu 
ibarat cahaya yang akan menerangi jalan 
manusia dalam menggapai kebahagiaan fi-d 
dunya wal akhirah. Kebahagiaan ini akan 
tergapai jika seorang muslim dalam menuntut 
ilmu agama maupun ilmu pengetahuan 
menjadikan dirinya semakin sadar akan 
hakikat penciptaannya, yaitu sebagai hamba 
Allah .  
 
B. Selayang Pandang Sekolah Bertaraf 
Internasional (SBI) 
Sekolah Bertaraf  Internasional (SBI) 
merupakan sebuah jenjang sekolah nasional 
di Indonesia dengan standar mutu 
internasional. Proses belajar mengajar di 
sekolah ini menekankan pengembangan daya 
kreasi, inovasi, dan eksperimentasi untuk 
memacu ide-ide baru yang belum pernah ada. 
Pengembangan SBI di Indonesia didasari 
oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 
2.  Kurnia et.al, Meretas Jalan Menjadi Politisi 







Ayat 3. Dalam ketentuan ini, pemerintah 
didorong untuk mengembangkan satuan 
pendidikan yang bertaraf internasional. 
Standar internasional yang dituntut 
dalam SBI adalah Standar Kompetensi 
Lulusan, Kurikulum, Proses Belajar 
Mengajar, SDM, Fasilitas, Manajemen, 
Pembiayaan, dan Penilaian standar 
internasional.3 Dalam SBI, proses belajar 
mengajar disampaikan dalam dua bahasa 
yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 
Seperti dijelaskan dalam kebijakan 
Depdiknas Tahun 2007 Tentang “Pedoman 
Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf 
Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar 
dan Menengah”, bahwa Sekolah/Madrasah 
Bertaraf Internasional merupakan 
Sekolah/Madrasah yang sudah memenuhi 
seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) 
dan diperkaya dengan mengacu pada standar 
pendidikan salah satu negara anggota 
Organization for Economic Co-operation anf 
Development (OECD) dan/atau negara maju 
lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu 
dalam bidang pendidikan, sehingga memilliki 
daya saing di forum internasional. 
 Hal ini sejalan dengan pengertian SBI 
yang tertuang dalam Permendiknas No. 78 
Tahun 2009 entang Penyelenggaraan SBI 
pada Jenjang Pendidikan Dasar dan 
Menengah, yaitu bahwa Sekolah Bertaraf 
Internasional adalah sekolah yang sudah 
memenuhi seluruh SNP yang diperkaya 
dengan keunggulan mutu tertentu yang 
berasal dari negara anggota OECD atau 
negara maju lainnya. 
Dengan konsep ini, SBI adalah sekolah 
yang sudah memenuhi dan melaksanakan 
standar nasional pendidikan yang meliputi: 
standar isi, standar proses, standar kompetensi 
lulusan, standar pendidik dan tenaga 
                                                          
3  LPMP Sumsel, Workshop Sekolah Bertaraf 
Internasional 
kependidikan, standar sarana dan prasarana, 
standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan 
standar penilaian. Selanjutnya komponen-
komponen, aspek-aspek, dan indikator-
indikator SNP tersebut diperkaya, diperkuat, 
dikembangkan, diperdalam, diperluas melalui 
adaptasi atau adopsi standar pendidikan dari 
salah satu atau lebih anggota OECD 
(Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech 
Republic, Denmark, Finland, France, 
Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, 
Italy, Japan, Korea, Luxemburg, Mexico, 
Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, 
Portugal, Slovak Republic, Spain, Sweden, 
Switzerland, Turkey, United Kingdom, 
United States dan negara maju lainnya seperti 
Chile, Estonia, Israel, Russia, Slovenia, 
Singapore, dan Hongkong), dan/atau negara 
maju lainnya yang mempunyai keunggulan 
tertentu dalam bidang pendidikan serta 
diyakini telah memilki reputasi mutu yang 
diakui secara internasional, serta lulusannya 
memiliki kemampuan daya saing 
internasional. Dengan demikian diharapkan 
SBI harus mampu memberikan jaminan 
bahwa baik dalam penyelenggaraan maupun 
hasil-hasil pendidikannya lebih tinggi 
standarnya daripada SNP. Penjaminan ini 
dapat ditunjukkan kepada masyarakat 
nasional maupun internasional melalui 
berbagai strategi yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Sesuai dengan konsep di atas, maka 
dalam upaya mempermudah sekolah dalam 
memahami dan menjabarkan secara 
operasional dalam penyelenggaraan 
pendidikan yang mampu menjamin mutunya 
bertaraf internasional, maka dapat 
dirumuskan bahwa SBI pada dasarnya 
merupakan pelaksanaan dan pemenuhan 
delapan (8) unsur SNP yang disebut sebagai 
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indikator kinerja kunci minimal (disingkat 
IKKM) dan 
diperkaya/dikembangkan/diperluas/diperdala
m dengan komponen, aspek, atau indikator 
kompetensi yang isinya merupakan 
penambahan atau pengayaan/ pendalaman/ 
penguatan/ perluasan dari delapan SNP 
tersebut sebagai indikator kinerja kunci 
tambahan (disingkat IKKT) dan berstandar 
internasional dari salah satu anggota OECD 
dan/atau negara maju lainnya. 
Untuk dapat memenuhi karakteristik dari 
konsep SBI tersebut, maka sekolah dapat 
melakukan antara lain dengan dua cara, yaitu: 
(1) adaptasi, yaitu; pengayaan/ pendalaman/ 
penguatan/ perluasan/ penyesuaian unsur-
unsur tertentu yang sudah ada dalam SNP 
dengan mengacu (setara/sama) dengan 
standar pendidikan salah satu negara OECD 
dan/atau negara maju lainnya yang memiliki 
keunggulan tertentu dalam bidang 
pendidikan, diyakini telah memilki reputasi 
mutu yang diakui secara internasional, serta 
lulusannya memiliki kemampuan daya saing 
internasional; dan (2) adopsi, yaitu 
penambahan dari unsur-unsur tertentu yang 
belum ada di antara delapan unsur SNP 
dengan tetap mengacu pada standar 
pendidikan salah satu negara anggota OECD 
dan/atau negara maju lainnya yang 
mempunyai keunggulan tertentu dalam 
bidang pendidikan, diyakini telah memiliki 
reputasi mutu yang diakui secara 
internasional, serta lulusannya memiliki 
kemampuan daya saing internasional. 
 
1.  Pengertian RSBI 
Seperti telah dijelaskan sebelumnya 
bahwa satuan pendidikan yang dikembangkan 
menjadi satuan pendidikan bertaraf 
internasional disebut juga dengan Rintisan 
Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). 
Dikatakan sebagai rintisan adalah sekolah-
sekolah tersebut dipersiapkan secara bertahap 
melalui pembinaan oleh pemerintah dan 
stakeholders, dalam jangka waktu tertentu 
yaitu empat tahun diharapkan sekolah 
tersebut mampu dan memenuhi kriteria untuk 
menjadi SBI. 
Selama masa rintisan, sekolah melakukan 
upaya-upaya baik melalui adaptasi atau 
adopsi mengembangkan delapan SNP dan 
lainnya dalam kerangka pemenuhan IKKT. 
Dalam hal ini peran semua pihak, khususnya 
pemerintah daerah provinsi dan masyarakat 
diharapkan dapat terlibat sepenuhnya, di 
samping peran pemerintah pusat juga tinggi, 
termasuk di dalamnya pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota. Bentuk tanggung jawab 
masing-masing pihak tersebut adalah sesuai 
kewenangannya sebagaimana diatur dalam 
Permendiknas No. 78 Tahun 2009. 
Selama masa rintisan, penyelenggaraan 
RSBI tersebut pada setiap tahunnya dilakukan 
supervisi, monitoring, dan evaluasi untuk 
membina dan sekaligus mengetahui sejauh 
mana tercapainya IKKT. Sehingga pada 
saatnya nanti sekolah tersebut dikatakan 
sebagai SBI atau tidak lagi menjadi rintisan. 
Bagi sekolah yang ternyata belum atau tidak 
memenuhi kriteria sebagai SBI, maka akan 
diupayakan tetap sebagai rintisan secara 
mandiri di bawah kewenangan pemerintah 
daerah provinsi. Dan tidak menutup 
kemungkinan sekolah tersebut justru kembali 
menjadi SSN. 
 
2.  Tujuan Diselenggarakannya RSBI 
a. Untuk membina sekolah yang secara 
bertahap ditingkatkan dan dikembangkan 
komponen, aspek, dan indikator SNP dan 
sekaligus keinternasionalannya; 
b. Untuk menghasilkan suatu sekolah yang 
memenuhi IKKM (SNP) dan memenuhi 
IKKT sekaligus, sehingga dapat menjadi 
SBI; 
c. Sekolah merintis untuk dapat 
menghasilkan lulusan yang memilki 
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kompetensi lulusan dan diperkaya 
dengan standar kompetensi pada salah 
satu sekolah terakreditasi di negara 
anggota OECD atau negara maju lainnya; 
d. Sekolah merintis dapat menghasilkan 
lulusan yang memilki daya saing 
komparatif tinggi yang dibuktikan 
dengan kemampuan menampilkan 
unggulan lokal di tingkat internasional; 
e. Sekolah merintis dapat menghasilkan 
lulusan yang memiliki kemampuan 
bersaing dalam berbagai lomba 
internasional yang dibuktikan dengan 
perolehan medali emas, perak, perunggu 
dan bentuk penghargaan internasional 
lainnya; 
f. Sekolah merintis dapat menghasilkan 
lulusan yang memilki kemampuan 
bersaing kerja di luar negeri terutama 
bagi lulusan sekolah menengah kejuruan; 
g. Sekolah merintis dapat menghasilkan 
lulusan yang memilki kemampuan 
berperan aktif secara internasional dalam 
menjaga kelangsungan hidup dan 
perkembangan dunia dari perspektif 
ekonomi, sosio-kultural, dan lingkungan 
hidup; 
h. Sekolah merintis dapat menghasilkan 
lulusan yang memiliki kemampuan 
menggunakan dan mengembangkan 
teknologi komunikasi dan informasi 
secara profesional. 
3.   Karakteristik RSBI 
Pada umumnya sekolah disebut sebagai 
Sekolah Bertaraf Internasional antara lain 
memilki ciri-ciri sebagai berikut : 
a. Sebagai anggota atau termasuk dalam 
komunitas sekolah dari negara-
negara/lembaga pendidikan internasional 
yang ada di negara-negara OECD 
dan/atau negara maju lainnya; 
b. Terdapat guru-guru dari negara tersebut; 
c. Dapat menerima peserta didik dari negara 
asing; 
d. Terdapat kegiatan-kegiatan kultur sekolah 
atau pengembangan karakter peserta didik 
yang menghargai atau menghormati 
negara/bangsa lain di dunia, toleransi 
beragama, menghormati dan saling 
menghargai budaya tiap bangsa, 
menghormati keragaman etnis/ras/suku, 
mampu berkomunikasi berbasis TIK dan 
berbahasa Inggris/asing lainnya, dan 
sebagainya. 
 
Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) 
adalah sekolah nasional yang 
menyelenggarakan pendidikan berdasarkan 
atau telah memenuhi standar nasional 
pendidikan (SNP) sebagai Indikator Kinerja 
Kunci Minimal (IKKM), dan mutu 
internasional sebagai Indikator Kinerja Kunci 
Tambahan (IKKT), sehingga lulusannya 
memiliki mutu/kualitas bertaraf nasional dan 
internasional sekaligus.  
Kualitas bertaraf nasional diukur dengan 
SNP dan kualitas bertaraf internasional diukur 
dengan kriteria-kriteria internasional yang 
dikaji secara seksama melalui: 
(1) Persandingan SNP dengan 
standar/kriteria mutu internasional, 
(2) Pertukaran informasi, studi banding, dan 
atau 
(3) Mengacu pada standar pendidikan salah 
satu negara anggota Organization for 
Economic Co-operation and 
Development dan/atau negara maju 
lainnya yang mempunyai keunggulan 
tertentu dalam bidang pendidikan. Jadi, 
kualitas internasional merupakan 
kelebihan dari kualitas nasional (SNP), 
baik berupa penguatan, pendalaman, 
pengayaan, perluasan maupun 
penambahan terhadap SNP. 
 
4.   Pentingnya SBI/RSBI 
Sebagaimana telah diamanatkan dalam 
UUD 1945 pada pasal 31 dinyatakan bahwa: 
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a. Setiap warga negara berhak 
mendapatkan pendidikan; 
b. Setiap warga negara wajib mengikuti 
pendidikan dasar dan pemerintah wajib 
membiayainya;  
 
Pemerintah mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu sistem pendidikan 
nasional yang meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa”.4 
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal 
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 
telah menetapkan tiga rencana strategis dalam 
jangka menengah, yaitu:    
(1)  Peningkatan akses dan pemerataan dalam 
rangka penuntasan wajib belajar 
pendidikan dasar,  
(2) Peningkatan mutu, efisiensi, relevansi, 
dan peningkatan daya saing, 
(3) Peningkatan manajemen, akuntabilitas, 
dan pencitraan publik. 
 
Dalam upaya peningkatan mutu, 
efisiensi, relevansi, dan peningkatan daya 
saing secara nasional dan sekaligus 
internasional pada jenjang pendidikan dasar 
dan menengah, maka telah ditetapkan 
pentingnya penyelenggaraan satuan 
pendidikan bertaraf internasional, baik untuk 
sekolah negeri maupun swasta. Berkaitan 
dengan penyelenggaraan satuan pendidikan 
yang bertaraf internasional ini, di antaranya: 
(1) Pendidikan bertaraf internasional yang 
bermutu (berkualitas) adalah pendidikan 
yang mampu mencapai standar mutu 
nasional dan internasional, 
(2) Pendidikan bertaraf internasional yang 
efisien adalah pendidikan yang 
menghasilkan standar mutu lulusan 
optimal (berstandar nasional dan 
                                                          
4.  Akram Ridho, Menejemen Gejolak, Bandung, Syamil 
2006, hlm. 82. 
internasional) dengan pembiayaan yang 
minimal, 
(3) Pendidikan bertaraf internasional juga 
harus relevan, yaitu bahwa 
penyelenggaraan pendidikan harus 
disesuaikan dengan kebutuhan peserta 
didik, orang tua, masyarakat, kondisi 
lingkungan, kondisi sekolah, dan 
kemampuan pemerintah daerahnya 
(kabupaten/kota dan propinsi); dan 
(4) Pendidikan/sekolah bertaraf 
internasional harus memiliki daya saing 
yang tinggi dalam hal hasil-hasil 
pendidikan (output dan outcomes), 
proses, dan input sekolah baik secara 
nasional maupun internasional. 
 
Untuk menuju kepada satuan pendidikan 
yang bertaraf internasional (SBI) tersebut, 
maka pemerintah sejak tahun 2007 telah 
melaksanakan pembinaan kepada sekolah 
atau satuan pendidikan untuk dikembangkan 
menjadi satuan pendidikan rintisan bertaraf 
internasional atau RSBI, yang berasal dari 
sekolah-sekolah yang sebelumnya telah 
ditetapkan sebagai sekolah standar nasional. 
Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa 
untuk menjadi SBI memerlukan biaya yang 
sangat mahal, sehingga ditempuh dengan 
tidak mendirikan sekolah baru, akan tetapi 
diawali dari SSN tersebut. Sedangkan secara 
yuridis, pembinaan RSBI ini dilakukan sesuai 
Permendiknas No. 78 Tahun 2009 pasal 25 
bahwa “Pemerintah dapat mendirikan satuan 
pendidikan untuk dikembangkan menjadi 
satuan pendidikan bertaraf internasional”. 
 
5.  Kebijakan Sekolah Bertaraf 
Internasional (SBI) 
a. Landasan Hukum 
Penyelenggaran RSBI berlandaskan pada: 
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1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
dalam pasal 50 dinyatakan bahwa: 
Ayat (2): Pemerintah menentukan 
kebijakan nasional dan Standar Nasional 
Pendidikan untuk menjamin mutu 
pendidikan nasional. 
2) Ayat (3): Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah menyelenggarakan 
sekurang-kurangnya satu satuan 
pendidikan pada semua jenjang 
pendidikan untuk dikembangkan menjadi 
satuan pendidikan bertaraf internasional. 
3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 
mengatur perencanaan pembangunan 
jangka panjang sebagai arah dan prioritas 
pembangunan secara menyeluruh yang 
akan dilakukan secara bertahap untuk 
mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur. 
4) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
dalam pasal 61 Ayat (1) menyatakan 
bahwa: Pemerintah bersama-sama 
pemerintah daerah menyelenggarakan 
sekurang-kurangnya satu sekolah pada 
jenjang pendidikan dasar dan sekurang-
kurangnya satu sekolah pada jenjang 
pendidikan menengah untuk 
dikembangkan menjadi sekolah bertaraf 
internasional. 
5) Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintah 
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota. 
6) Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 
tentang Pendanaan Pendidikan. 
7) Rencana Strategis Departemen 
Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 
menyatakan bahwa untuk meningkatkan 
daya saing bangsa, perlu dikembangkan 
sekolah bertaraf internasional pada 
tingkat kabupaten/kota melalui 
kerjasama yang konsisten antara 
pemerintah dengan pemerintah 
kabupaten/kota yang bersangkutan. 
8) Kebijakan Depdiknas Tahun 2007 
tentang Pedoman Penjaminan Mutu 
Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional 
pada jenjang Pendidikan Dasar dan 
Menengah, antara lain pada halaman 10 
disebutkan “ …..diharapkan seluruh 
pemangku kepentingan untuk menjabarkan 
secara operasional sesuai dengan 
karakteristik dan kebutuhan 
Sekolah/Madrasah bertaraf 
internasionanal…” 
9) Permendiknas No. 22,23,24 Tahun 2005 
dan No. 6 Tahun 2007; No. 12, 13, 16, 19, 
20, 24, dan 41 Tahun 2007. 
10) Permendiknas No. 78 Tahun 2009 
tentang Penyelenggaraan Sekolah 
Bertaraf Internasional pada jenjang 
Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 
25 menyebutkan: “Pemerintah dapat 
mendirikan satuan pendidikan untuk 
dikembangkan menjadi satuan 
pendidikan bertaraf internasional”. 
11) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan 
12) Permendiknas No. 39 Tahun 2008 
tentang Pembinaan Kepesertadidikan. 
13) UU Sisdiknas Pasal 50 Ayat 3 : 
a) Pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah menyelenggarakan sekurang-
kurangnya satu satuan pendidikan 
pada semua jenjang pendidikan 
untuk dikembangkan menjadi satuan 
pendidikan yang bertaraf 
internasional. 
b) Kebijakan Pokok Pembangunan 
Pendidikan Nasional dalam Rencana 
Strategis Departemen Pendidikan 




b.  Peningkatan Mutu, Relevansi dan 
Daya Saing. 
Salah satu tujuan dikembangkannya 
sekolah bertaraf internasional adalah untuk 
meningkatkan daya saing bangsa. Dalam hal 
ini, pemerintah perlu mengembangkan SBI 
pada tingkat kabupaten/kota melalui kerja 
sama yang konsisten antara Pemerintah 
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang 
bersangkutan untuk mengembangkan SD, 
SMP, SMA, dan SMK yang bertaraf 
internasional sebanyak 112 unit di seluruh 
Indonesia. 
 
c.  Konsep SBI ditinjau dari Tinjauan 
Filosofis Pendidikan 
1.  Filosofi Eksistensialisme
  
Penyelenggaraan SBI didasari filosofi 
eksistensialisme dan esensialisme 
(fungsionalisme). Filosofi eksistensialisme 
berkeyakinan bahwa pendidikan harus 
menyuburkan dan mengembangkan 
eksistensi peserta didik seoptimal mungkin 
melalui fasilitas yang dilaksanakan melalui 
proses pendidikan yang bermartabat, pro-
perubahan, kreatif, inovatif, dan 
eksperimentif, serta menumbuhkan dan 
mengembangkan bakat, minat, dan 
kemampuan peserta didik.  
Filosofi eksistensialisme berpandangan 
bahwa dalam proses belajar mengajar, peserta 
didik harus diberi perlakuan secara maksimal 
untuk mengaktualkan, mengeksiskan, 
menyalurkan semua potensinya, baik potensi 
(kompetensi) intelektual (IQ), emosional 
(EQ), dan Spiritual (SQ). 
 
2. Filosofi Esensialisme. 
Filosofi esensialisme menekankan bahwa 
pendidikan harus berfungsi dan relevan 
dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, 
keluarga, maupun kebutuhan berbagai sektor 
dan sub-sub sektornya, baik lokal, nasional, 
regional maupun internasional. Terkait 
dengan tuntutan globalisasi, pendidikan harus 
menyiapkan sumber daya manusia Indonesia 
yang mampu bersaing secara internasional. 
Dalam mengaktualkan kedua filosofi 
tersebut, empat pilar pendidikan, yaitu: 
learning to know, learning to do, learning to 
live together, and learning to be merupakan 
patokan berharga bagi penyelarasan praktek-
praktek penyelenggaraan pendidikan di 
Indonesia, mulai dari kurikulum, guru, proses 
belajar mengajar, sarana dan prasarana, 
hingga sampai penilainya. 
 
d.  Karakteristik Sekolah Bertaraf 
Internasional 
1.  Karakteristik visi 
Dalam sebuah lembaga/ organisasi, 
menentukan visi sangat penting sebagai 
arahan dan tujuan yang akan dicapai. Tony 
Bush & Merianne Coleman menjelaskan visi 
untuk menggambarkan masa depan organisasi 
yang diinginkan. Itu berkaitan erat dengan 
tujuan sekolah atau perguruan tinggi, yang 
diekspresikan dalam terma-terma nilai dan 
menjelaskan arah organisasi yang diinginkan. 
Tony Bush & Merianne Coleman mengutip 
pendapat Block, bahwa visi adalah masa 
depan yang dipilih dan sebuah keadaan yang 
diinginkan. 
Visi Sekolah Bertaraf Internasional 
adalah: Terwujudnya Insan Indonesia yang 
cerdas dan kompetitif secara 
internasional.  Visi ini mengisyaratkan 
secara tidak langsung gambaran tujuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh 
sekolah model SBI, yaitu mewujudkan insan 
Indonesia yang cerdas dan 
kompetitif/memiliki daya saing secara 
internasional.  
 
2. Karakteristik Esensial 
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a. Berakreditasi A dari BAN-Sekolah dan 
Madrasah, Berakreditasi tambahan dari 
badan akreditasi sekolah pada salah satu 
lembaga akreditasi pada salah satu negara 
anggota OECD dan/atau negara maju 
lainnya yang mempunyai keunggulan 
tertentu dalam bidang pendidikan. 
b. Kurikulum (Standar Isi) dan Standar 
Kompetensi Lulusan. 
 
Menerapkan KTSP Sekolah telah 
menerapkan sistem administrasi akademik 
berbasis teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK) dimana setiap siswa dapat meng-akses 
transkipnya masing-masing. 
Memenuhi Standar Isi muatan pelajaran 
(isi) dalam kurikulum telah setara atau lebih 
tinggi dari muatan pelajaran yang sama pada 
sekolah unggul dari salah satu negara di 
antara 30 negara anggota OECD dan/atau dari 
negara maju lainnya. Memenuhi 
SKL Penerapan standar kelulusan yang setara 
atau lebih tinggi dari SNP Meraih medali 
tingkat internasional pada berbagai 
kompetensi sains, matematika, teknologi, 
seni, dan olah raga. 
 
Proses Pembelajaran Memenuhi Standar Proses, 
di antaranya: 
 Proses pembelajaran pada semua mata 
pelajaran telah menjadi teladan atau rujukan 
bagi sekolah lainnya dalam pengembangan 
akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian 
unggul, kepemimpinan, jiwa kewirausahaan, 
jiwa patriot, dan jiwa inovator. 
 Proses pembelajaran telah diperkaya 
dengan model-model proses 
pembelajaran sekolah unggul dari salah 
satu negara di antara 30 negara anggota 
OECD dan/atau negara maju lainnya. 
 Penerapan proses pembelajaran berbasis 
TIK pada semua mata pelajaran. 
 Pembelajaran pada mata pelajaran IPA, 
Matematika, dan lainnya dengan bahasa 
Inggris, kecuali mapel bahasa Indonesia. 
 
3.  Memenuhi Standar Penilaian. 
Sistem/model penilaian telah diperkaya 
dengan sistem/model penilaian dari sekolah 
unggul di salah satu negara di antara 30 
negara anggota OECD dan/atau negara maju 
lainnya. 
 
4. Pendidik Memenuhi Standar 
Pendidik:  
 Guru sains, matematika, dan teknologi 
mampu mengajar dengan bahasa Inggris. 
 Semua guru mampu memfasilitasi 
pembelajaran berbasis TIK. 
Minimal 20% guru berpendidikan S2/S3 
dari perguruan tinggi yang program 
studinya terakreditasi A. 
 
5. Tenaga Kependidikan Memenuhi 
Standar Tenaga Kependidikan, 
diantaranya:    
 Kepala sekolah berpendidikan minimal 
S2 dari perguruan tinggi yang program 
studinya terakreditasi A. 
 Kepala sekolah telah menempuh 
pelatihan kepala sekolah yang diakui oleh 
Pemerintah. 
 Kepala sekolah mampu berbahasa 
Inggris secara aktif. 
 Kepala sekolah memiliki visi 
internasional, mampu membangun 
jejaring internasional, memiliki 
kompetensi manajerial, serta jiwa 
kepemimpinan dan enterprenual yang 
kuat. 
 
6. Sarana Prasarana Memenuhi Standar 
Sarana Prasarana     
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 Setiap ruang kelas dilengkapi sarana 
pembelajaran berbasis TIK. 
 Sarana perpustakaan telah  dilengkapi 
dengan sarana digital yang memberikan 
akses ke sumber pembelajaran berbasis 
TIK di seluruh dunia. 
 Dilengkapi dengan ruang multi media, 
ruang unjuk seni budaya, fasilitas olah 
raga, klinik, dan lain-lain. 
  
7.  Pengelolaan Memenuhi Standar 
Pengelolaan  
 Sekolah meraih sertifikat ISO 9001 versi 
2000 atau sesudahnya (2001, dst) dan 
ISO 14000. 
 Merupakan sekolah multi kultural. 
 Sekolah telah menjalin hubungan “sister 
school” dengan sekolah 
bertaraf/berstandar internasional di luar 
negeri. 
 Sekolah terbebas dari rokok, narkoba, 
kekerasan, kriminal, pelecehan seksual, 
dan lain-lain. 
 Sekolah menerapkan prinsip kesetaraan 
gender dalam semua aspek pengelolaan 
sekolah. 
 
8.  Pembiayaan Memenuhi Standar 
Pembiayaan     
 Menerapkan model pembiayaan yang 
efisien untuk mencapai berbagai target 
indikator kunci tambahan.5 
 
E.  Karakteristik Penjaminan Mutu 
(Quality Assurance) SBI 
1.  Output (produk) 
Lulusan SBI memiliki kemampuan-
kemampuan bertaraf nasional plus 
internasional, sekaligus ditunjukkan oleh 
                                                          
5. http://www.slideshare.net/djadja/ persepsi-
sekolah-yang-baik/08/dec/09 
penguasaan SNP Indonesia dan penguasaan 
kemampuan-kemampuan kunci yang 
diperlukan dalam era global. 
 
Ciri-ciri output/outcomes SBI sebagai 
berikut: 
1) lulusan SBI dapat melanjutkan 
pendidikan pada satuan pendidikan yang 
bertaraf internasional, baik di dalam 
negeri maupun luar negeri, 
2) lulusan SBI dapat bekerja pada lembaga-
lembaga internasional dan/atau negara-
negara lain, dan 
3) meraih medali tingkat internasional pada 
berbagai kompetensi sains, matematika, 
teknologi, seni, dan olah raga. 
  
2.  Proses pembelajaran SBI 
Ciri-ciri proses pembelajaran, penilaian, 
dan penyelenggaraan SBI sebagai berikut: 
1) Pro-perubahan, yaitu proses 
pembelajaran yang mampu 
menumbuhkan dan mengembangkan 
daya kreasi, inovasi, nalar, dan 
eksperimentasi untuk menemukan 
kemungkinan-kemungkinan baru, a joy 
of discovery. 
2) Menerapkan model pembelajaran aktif, 
kreatif, efektif, dan menyenangkan; 
student centered; reflective learning, 
active learning; enjoyable dan joyful 
learning, cooperative learning; quantum 
learning; learning revolution; dan 
contextual learning, yang kesemuanya 
itu telah memiliki standar internasional. 
3) Menerapkan proses pembelajaran 
berbasis TIK pada semua mata pelajaran. 
4) Proses pembelajaran menggunakan 
bahasa Inggris, khususnya mata pelajaran 
sains, matematika dan teknologi. 
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5)  Proses penilaian dengan menggunakan 
model penilaian sekolah unggul dari 
negara anggota OECD dan/atau negara 
maju lainnya, dan 
6) Dalam penyelenggaraan SBI harus 
menggunakan standar manajemen 
intenasional, yaitu 
mengoimplementasikan dan meraih ISO 
9001 versi 2000 atau sesudahnya dan ISO 
14000, dan menjalin hubungan sister 
school dengan sekolah bertaraf 
internasional di luar negeri. 
 
3.  Input 
Ciri-ciri input Sekolah Bertaraf 
Internasional ialah: 
(1) Telah terakreditasi dari badan akreditasi 
sekolah di salah negara anggota OECD 
atau negara maju lainnya. 
(2) Standar lulusan lebih tinggi daripada 
standar kelulusan nasional. 
(3) Jumlah guru minimal 20% berpendidikan 
S2/S3 dari perguruan tinggi yang 
program studinya terakreditasi A dan 
mampu berbahasa inggris aktif. Kepala 
sekolah minimal S2 dari perguruan tinggi 
yang program studinya terakreditasi A 
dan mampu berbahasa inggris aktif.  
(4) Siswa baru (intake) diseleksi secara ketat 
melalui saringan rapor SD, ujian akhir 
sekolah, scholastic aptitude test (SAT), 
kesehatan fisik, dan tes wawancara. 
Siswa baru SBI memiliki potensi 
kecerdasan unggul yang ditunjukkan oleh 
kecerdasan intelektual, emosional, dan 
spiritual, dan berbakat luar biasa.6 
 
C. Indikator Mutu SBI 
Indikator Mutu Sekolah Berstandar 
Internasional Berdasarkan Permendiknas No. 
78 Th. 2009 tentang Pengelolaan Sekolah 
Bertaraf Internasional.7 
 
No Komponen Standar Standar Operasional/Kriteria 
 Kompetensi lulusan  
1 Kompetensi Akademik, bahasa 
Inggris dan TIK 
Input minimal 7,5 
KKM minimal 7,5 
Rata-rata UN minimal 7,5 
Berbahasa Inggris, TOEFL Test > 7,5) 
dalam skala internet based test bagi 
SMA 
Menggunakan TIK dalam mendukung 
aktivitas belajar dan berkarya 
2 Memperkaya keunggulan mutu 
dengan keunggulan tertentu 
yang berasal dari negara anggota 
OECD/negara maju  
• Mampu berpikir kritis 
• Mampu mengekspresikan pikiran 
dalam berbagai jenis data 
• Belajar efektif dinamis 
                                                          
6. http://sarthissnjaitengah.wordpress. 
com.2011/10/12/sekolah-bertaraf-internasional 




• Berkomunikasi dalam bahasa 
Inggris 
• Menghasilkan produk belajar dalam 
bentuk karya  
3 Menampilkan keunggulan lokal 
di tingkat internasional 
Mampu menampilan keunggulan lokal 
pada forum internasional, contoh 
dalam bentuk: 
• Berpenampilan internasional 
• Berkarya dengan mutu 
internasional 
• Berkesenian mendapat apresiasi 
internasional 
• Berbudaya lokal sehingga 
mendapat apresiasi internasional 
4 Memenangkan berbagai lomba 
tertentu dalam bidang akademik 
dan non akademik bertaraf 
internasional   
Meraih kejuaraan pada tingkat 
sekolah, daerah, provinsi, nasional dan 








• Karya Tulis Ilmiah 
• Teknologi terapan 
• Karya Kreatif 
5 Memperoleh penghargaan 
tingkat  internasional 
Mendapatkan penghargaan melalui 
aktivitas: 
• Menjalin hubungan pada taraf 
internasional  
• Mengikuti kegiatan pertukaran 
pelajar 
• Menjadi peserta pertemuan 
internasional 
• Menyajikan karya pada forum 
internasional 
• Mendapat perhargaan tertentu 




6 Beradaptasi pada perkembangan  
ekonomi, sosio-kultural, dan 
lingkungan hidup dunia 
Beradaptasi pada perkembangan  
ekonomi, sosio-kultural, dan 
lingkungan hidup melalui aktivitas: 
• Bidang Ekonomi 
• Bidang Sosial 
• Bidang Budaya 
• Bidang Lingkungan Hidup 
• Bidang Sains 
7 Menggunakan dan 
mengembangkan teknologi 
komunikasi dan informasi secara 
professional 
Menguasai penggunaan TIK sebagai: 
• Pendukung pelaksanaan tugas. 
• Sumber informasi belajar 
• Mengekspresikan pikiran 
• Mempublikasikan hasil karya 
• Berkreasi 
8 Menetapkan standar yang 
diperkaya dengan standar dari 
negara OECD atau negara maju 
lainnya 
Menetapkan sejumlah kriteria mutu 
lulusan yang merujuk pada sekolah 
dari negara OECD atau negara maju 
lainnya 
9 Standar Isi/Kurikulum 
• Menerapkan SKS 
• Mengdopsi, mengadaptasi 
materi pelajaran berstandar 
internasional 
• Menerapkan SKS 
• Melakukan perbaikan kurikulum 
berkelanjutan merujuk pada standar 
materi pelajaran pada sekolah 
unggul 
 Standar Proses  
10 Proses pembelajaran berbasis 
TIK 
Menggunakan TIK sebagai sumber 
belajar  
dan teknologi pembelajaran 
11 Menerapkan pendekatan 
pembelajaran yang komunikatif, 
aktif, kreatif, efektif, 
menyenangkan, dan kontekstual. 
Mengelola pembelajaran dengan 
metode variatif. 
12 Dapat menggunakan bahasa 
Inggris atau bahasa asing lainnya 
sebagai bahasa pengantar  
Dapat menggunakan bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar. 
13 Melakukan pembinaan potensi 
peserta didik dan potensi 
akademik maupun non akademik 
bertaraf internasional 
Melakukan pembinanan siswa dengan 
target mutu bertaraf internasional 
14 Mengembangkan budaya 
kompetitif dan kolaboratif  
• Mengembangkan iklim sekolah 
yang kompetitif 




 Standar Pendidik  
15 Memfasilitasi pembelajaran 
berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi 
Menguasai TIK 
16 Pendidik mampu mengajar 
dalam bahasa Inggris, toefel 7,5 
Mendapatkan nilai TOEFEL 7,5 
17 Taraf pendidikan pendidik 
SMA/SMK-30 %) pendidik 
yang berpendidikan S2 atau S3. 
Jumlah pendidik minimal 30% 
18 Berpendidikan S2 atau S3 sesuai 
dengan mata pelajaran yang 
diampu. 
Pendidikan match dengan mata 
pelajaran yang diampu 
19 Berpendidikan S2 atau S3 dari 
perguruan tinggi yang program 
studinya terakreditasi 
Berpendidikan dari PT yang 
terakreditas 
 Tenaga Kependidikan  
20 Memiliki kepala sekolah, tenaga 
perpustakaan, tenaga 
laboratorium, teknisi sumber 
belajar, tenaga administrasi, 
tenaga kebersihan, dan tenaga 
keamanan 
Memiliki tenaga khusus: 
• Tenaga perpustakaan,  
• Tenaga laboratorium,  
• Teknisi sumber belajar,  
• Tenaga administrasi,  
• Tenaga kebersihan, dan  
• Tenaga keamanan. 
 Kepala Sekolah   
21 Berkewarganegaraan Indonesia Kepala sekolah sebagai warga negara 
Indonesia 
22 berpendidikan minimal S2 dari 
perguruan tinggi yang program 
studinya terakreditasi atau dari 
perguruan tinggi negara lain 
yang diakui setara S2 di 
Indonesia; 
Berpendidikan S2 
23 Telah menempuh pelatihan 
kepala sekolah dari lembaga 
pelatihan kepala sekolah yang 
diakui oleh Pemerintah; 
Memiliki sertifikat pelatihan kepala 
sekolah 
24 Mampu berbahasa Inggris, 
dan/atau bahasa asing lainnya 
secara aktif; memiliki skor 
TOEFEL ≥ 7,5 
Meraih nilai Toefel 7,5 
25 Berkompetensi dalam 











26 Mampu membangun jejaring 
internasional; 
Melakukan kerja sama internasional 
27 Mampu mengoperasikan 
komputer/teknologi informasi 
dan komunikasi  
Mengoperasikan komputer/teknologi 
informasi dan komunikasi 
28 kemampuan mengembangkan 
Rencana Pengembangan Sekolah 
(RPS)/Rencana Kerja Sekolah 
(RKS) dan Rencana Kegiatan 





 Sarana dan Prasarana  
29 Setiap ruang kelas SBI 
dilengkapi dengan sarana 
pembelajaran berbasis TIK 
Terpasang jaringan komputer pada 
tiap ruang kelas. 
30 SBI memiliki perpustakaan 
digital yang memberikan akses 
ke sumber pembelajaran di 
seluruh dunia (e-library) 
Terselenggara perpustakaan digital  





32 SBI melengkapi sarana dan 
prasarana yang dimanfaatkan 
peserta didik 
Memberdayakan Lab. IPA, komputer, 
bahasa, dan multimedia 
 Pengelolaan  
33 Menerapkan sistem manajemen 
mutu ISO 9001 dan ISO 14000 
versi terakhir 
Mendapat sertifikat : 
• ISO 9001 
• ISO14000 
34 Mempersiapkan peserta didik 
untuk meraih prestasi tingkat 
nasional dan/atau internasional 
pada aspek ilmu pengetahuan, 
teknologi dan/atau seni  
Menetapkan kebijakan pengembangan 
prestasi siswa bertaraf internasional 
pada: 
• Ilmu pengetahuan 
• Teknologi 
• Olah Raga 
• Seni 
• Karya Tulis 
35 Menerapkan sistem administrasi 
sekolah berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi pada 
• Menyelenggarakan administrasi 
tata usaha dengan dukungan TIK 
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8 (delapan) standar nasional 
pendidikan 
• Mengelola SIS berbasis TIK 
36 Mengembangkan lingkungan 
sekolah yang bersih, tertib, 
indah, rindang, aman, dan sehat 
Mengembangkan lingkungan sekolah: 
• Bersih,  
• Tertib,  
• Indah,  
• Rindang,  
• Aman, dan  
• Sehat, 
37 Mengembangkan lingkungan 
sekolah bebas asap rokok dan 
narkoba, bebas budaya 
kekerasan, dan berbudaya akhlak 
mulia 
Memiliki aturan dan menerapkan 
aturan: 
• Bebas asap rokok 
• Bebas narkoba 
• Bebas kekerasan 
• Budaya akhlak mulia 
38 Membangun lingkungan belajar 
yang kondusif, penekanan pada 
pembelajaran, profesionalisme, 
harapan tinggi, keunggulan, 
respek terhadap setiap individu 
dan komunitas sosial warga 
sekolah 
Membangun lingkungan sekolah yang 
fokus pada pengembangan: 
• Lingkungan belajar yang kondusif 
• Pengembang profesionalisme 
• Menetapkan target yang tinggi 
• Berkeunggulan taraf internasional 
• Pelayanan prima 
• Lingkungan  berkesalehan sosial 
39 SBI melaksanakan seleksi 
penerimaan siswa baru pada 
sekolah berdasarkan persyaratan 
yang cukup ketat 
Melaksanakan seleksi penerimaan 
siswa baru SBI secara: 
• Transparan 
• Memenuhi kriteria sesuai standar 
nasional 
 
40 Membangun kultur yang 
mengarah pada peningkatan 
kemampuan di bidang bahasa 
Inggris dan/atau bahasa asing 
lainnya, teknologi informasi dan 
komunikasi, dan budaya lintas 
bangsa 
Menjadi lingkungan pengembang:  
• budaya berbahasa  Inggris 
• Berbasis TIK 
• Budaya lintas bangsa 
 Pembiayaaan  
41 Biaya penyelenggaraan SBI 
memenuhi standar pembiayaan 
yang transparan dan akuntabel. 
Mengelola keuangan: 
• Dibuka secara transparan sehingga 




• Dipertanggungjawabkan dalam 
mutu produk 
42 Menerima bantuan dari 
Pemerintah 
• Menerima bantuan dari Pemerintah  
43 Menerima pembiayaan 
pemerintah provinsi  
• Menerima pembiayaan pemerintah 
provinsi 
44 Menerima pembiayaan 
pemerintah kabupaten/kota  
• Menerima pembiayaan pemerintah 
kabupaten/kota  
45 Menerima pembiayaan 
masyarakat atau sumber lainnya 
• Menerima pembiayaan masyarakat 
atau sumber lainnya 
46 Melaksanakan anggaran sesuai 
dengan yang direncanakan 
• Membuktikan bahwa pengalokasian 
biaya sesuai rencana 
47 Mempertanggungjawaban 
keuangan penyelenggaraan SBI 
berpedoman pada prinsip 
efisiensi, efektivitas, 
keterbukaan dan akuntabilitas 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 




• Transparan  
• Akuntabel 
• Sesuai peraturan 
48 Mengalokasikan beasiswa atau 
bantuan biaya pendidikan bagi 
peserta didik warga negara 
Indonesia yang memiliki potensi 
akademik tinggi tetapi kurang 
mampu secara ekonomi paling 
sedikit 20% dari jumlah seluruh 
peserta didik 
Mengalokasikan bea siswa minimal 
20% dari blok grant 
 Peniliaian  
49 Menerapkan model penilaian 
otentik dan mengembangkan 
model penilaian berbasis 
teknologi informasi dan 
komunikasi 
• Menerapkan penilaian otentik. 
• Menerapkan penilaian berbasis TIK 
50 SBI melaksanakan ujian sekolah 
yang mengacu pada kurikulum 
satuan pendidikan yang 
bersangkutan 
• Melaksanakan ujian berbasis KTSP 
51 Dapat melaksanakan ujian 
sekolah dalam bahasa Inggris 
atau bahasa asing lainnya 
• Melaksanakan penilaian dengan 
perangkat penilaian berbahasa 
Inggris. 
52 Memfasilitasi peserta didiknya 
untuk mengakses sertifikasi 




yang diakui secara internasional 
dan/atau mengikuti ujian akhir 
sekolah yang sederajat dari 
negara anggota OECD atau 
negara maju lainnya 
 
D. Analisis Terhadap Kebijakan Sekolah 
Bertaraf Internasional (SBI) Antara 
Idealis dan Dilematis 
Tujuan utama penyelenggaraan Sekolah 
Bertaraf Internasional (SBI) adalah upaya 
perbaikan kualitas pendidikan nasional, 
khususnya supaya eksistensi pendidikan 
nasional Indonesia diakui di mata dunia dan 
memiliki daya saing dengan negara-negara 
maju lainnya.  
Kebijakan pemerintah mengenai SBI 
selain didukung secara konstitusi dalam UU 
No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 50 
ayat (3), dan juga - menurut Satria Dharma -, 
SBI merupakan proyek prestisius, karena 
akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat 50%, 
Pemerintah Provinsi 30%, dan Pemerintah 
kabupaten/Kota 20%. Padahal, untuk setiap 
sekolahnya saja Pemerintah Pusat 
mengeluarkan 300 juta rupiah setiap tahun 
paling tidak selama 3 (tiga) tahun dalam masa 
rintisan tersebut. 
Sejak dilendingkannya kebijakan SBI, 
pemerintah menuai pujian dan juga kritikan, 
baik itu pujian bahwa kebijakan SBI 
merupakan langkah maju untuk memperbaiki 
kualitas pendidikan Indonesia, maupun 
kritikan bahwa konsep ini tidak didahului 
dengan studi analisis secara mendalam. 
Ada beberapa hal yang dapat kita jadikan 
sebagai bahan pertimbangan untuk 
mengkritisi kebijakan pemerintah tentang SBI 
tersebut, diantaranya sebagai berikut: 
1) SBI lebih cenderung menggunakan 
perencanaan pendidikan dengan 
Pendekatan Cost Effectiveness 
(efektivitas biaya). 
 Pendekatan Cost Effectiveness adalah 
pendekatan yang menitikberatkan 
pemanfaatan biaya secermat mungkin 
untuk mendapatkan hasil pendidikan 
yang seoptimal mungkin, baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif. Pendidikan 
ini hanya diadakan jika benar-benar 
memberikan keuntungan yang relatif 
pasti, baik bagi penyelenggara maupun 
peserta didik. 
 Konsekwensi dari pendekatan ini adalah 
tidak semua anak dapat mengenyam 
pendidikan di SBI, sebab SBI lebih 
menekankan efektivitas pendidikan 
dalam mencapai hasil yang optimal baik 
secara kuantitas maupun kualitas, 
sehingga input pun diambil dari anak-
anak yang memiliki kemampuan unggul, 
baik secara akademik, emosional, 
spiritual bahkan finansial. 
2) Berpotensi terjadinya sistem 
penyelenggaraan pendidikan yang 
bersifat diskriminatif dan eksklusif. 
Penyelenggaraan SBI akan melahirkan 
konsep pendidikan yang diskriminatif 
(karena hanya diperuntukkan bagi siswa 
yang memiliki kemampuan/kecerdasan 
unggul) dan eksklusif (pendidikan bagi 
anak orang kaya). 
3) Berpotensi terjadinya komersialisasi 
pendidikan 
Lahirnya SBI bisa membawa dampak 
komersialisasi pendidikan kepada para 
pelanggan jasa pendidikan, semisal 
masyarakat, siswa atau orang tua. 
Indikasi ini nampak ketika sekolah SBI 
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menarik puluhan juta kepada siswa baru 
yang ingin masuk sekolah SBI.8 
4) Lahirnya SBI bisa membawa dampak 
komersialisasi pendidikan kepada para 
pelanggan jasa pendidikan, semisal 
masyarakat, siswa atau orang tua. 
Indikasi ini tampak ketika sekolah SBI 
menarik puluhan juta rupiah kepada 
calon siswa baru yang ingin masuk 
sekolah SBI. Hal ini dilakukan dengan 
dalih bahwa sekolah tersebut bertaraf 
internasional, dilengkapi dengan sistem 
pembelajaran yang mengacu pada negara 
anggota OECD, menggunakan teknologi 
informasi canggih, bilingual, dan lain-
lain.   
5) Tujuan pendidikan yang misleading. 
 Selama ini siswa SBI dihadapkan pada 
dua kiblat ujian, yakni UNAS dan 
Cambridge misalnya. Beberapa sekolah 
nasional plus yang selama ini dirancang 
untuk mengikuti dua kiblat 
tersebut  mengakui bahwa sangat sulit 
mereka untuk mengikuti dua kiblat 
sekaligus. Jika yang hendak dituju adalah 
peningkatan kualitas pembelajaran dan 
output pendidikan, maka mengadopsi 
atau berkiblat pada sistem ujian 
Cambridge ataupun IB bukanlah 
jawabannya. Bahkan, sebenarnya 
menggerakkan semua potensi terbaik 
pendidikan di Indonesia untuk berkiblat 
ke sistem Cambridge adalah sebuah 
pengkhianatan terhadap tujuan 
pendidikan nasional itu sendiri. Di 
negara-negara maju seperti Singapura, 
Australia dan New Zealand, pemerintah 
tidak membiarkan sistem pendidikan luar 
                                                          
8. Sebagaimana Soelastri Soekirno, Tonny D 
Widiastono mempertanyakan bahwa, apakah 
sekolah-sekolah yang kabarnya menggunakan 
standar internasional dan menarik uang masuk 
mulai dari Rp 30 juta hingga Rp 60 juta dan uang 
sekolah Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per bulan, 
masih mengemban misi ingin mencerdaskan 
ataupun internasional macam Cambridge 
ataupun IB masuk dan digunakan dalam 
kurikulum sekolah mereka. Hanya 
sekolah yang benar-benar berstatus 
International School dengan siswa asing 
saja yang boleh mengadopsi sistem 
pendidikan lain. 
6) Konsep SBI cenderung lebih 
menekankan pada alat daripada proses. 
Indikasi ini nampak ketika 
penyelenggaraan SBI lebih 
mementingkan alat/media pembelajaran 
yang canggih, bilingual sebagai medium 
of instruction, berstandar internasional, 
daripada proses penanaman nilai pada 
peserta didik. Prof Djohar menyatakan 
bahwa tuntutan pendidikan global jangan 
diartikan hanya mempersoalkan 
kedudukan pendidikan kita terhadap 
rangking kita dengan negara-negara lain, 
akan tetapi harus kita arahkan kepada 
perbaikan pendidikan kita demi 
eksistensi anak bangsa kita untuk hidup 
di alam percaturan global, dengan 
kreativitasnya, dengan EI-nya dan 
dengan AQ-nya, dan dengan 
pengetahuannya yang tidak lepas dari 
kenyataan hidup nyata mereka.  
7) Konsep ini berangkat dari asumsi yang 
salah tentang penguasaan bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar dan 
hubungannya dengan nilai TOEFL. 
Penggagas mengasumsikan bahwa untuk 
dapat mengajar hard science dalam 
bahasa Inggris maka guru harus memiliki 
TOEFL >500. Padahal tidak ada 
hubungan antara nilai TOEFL dengan 
kemampuan mengajar hard science 
bangsa? Entahlah. Namun, fenomena baru yang 
muncul di masyarakat justru sekolah-sekolah 
seperti itu yang kini malah laku. Lakunya sekolah 
seperti itu umumnya karena menggunakan bahasa 
asing sebagai pengantar, jumlah siswa yang kecil 




dalam bahasa Inggris. Skor TOEFL yang 
tinggi belum menjamin kefasihan dan 
kemampuan orang dalam menyampaikan 
gagasan dalam bahasa Inggris. TOEFL 
lebih cenderung mengukur kompetensi 
seseorang, padahal yang dibutuhkan guru 
sekolah bilingual adalah performance-
nya, dan performance ini banyak 
dipengaruhi faktor-faktor non-linguistic. 
8) Kebijakan SBI bertolak belakang dengan 
otonomi sekolah dan Manajemen 
berbasis Sekolah (MBS) 
 Bergulirnya otonomi sekolah melahirkan 
sistem Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS). Menurut Prof. Djohar, MBS 
digunakan sebagai legitimasi untuk 
menentukan kebijakan sistem 
pembelajaran di sekolah. Sekolah 
memiliki kemerdekaan untuk 
menentukan kebijakan yang diambil, 
termasuk kemerdekaan guru dan siswa 
untuk menentukan sistem 
pembelajarannya.  Sedangkan dalam 
SBI, sekolah masih dibelenggu dengan 
sistem pembelajaran dari negara lain.9 
9) SBI pemicu kesenjangan. 
Meskipun SBI ini merupakan salah satu 
bentuk terobosan Depdiknas untuk 
mendongkrak mutu pendidikan di 
Indonesia, namun tak bisa dipungkiri ada 
beberapa hal yang cukup merisaukan 
dengan berkembangnya SBI ini di 
Indonesia. 
Munculnya kesenjangan di antara para 
peserta didik. Jika SBI ini diterapkan 
dengan pembiayaan penuh dari 
pemerintah dan diperuntukkan bagi 
seluruh siswa di Indonesia, mungkin 
tidak akan menjadi masalah. Namun, 
yang terjadi tidaklah demikian. Sekolah-
sekolah yang mulai membuka “jalur” SBI 
                                                          
9. http://www.averoes.or.id/breakingnews 
/tentang-sekolah-bertaraf-nternasional.html 
ini nyatanya memungut dana belasan juta 
rupiah bagi setiap siswa yang ingin 
masuk lembaga ini. 
Di Bogor misalnya, untuk bisa masuk 
SMP berlabel SBI, orang tua siswa harus 
menyetor sekitar Rp 12 juta sebagai dana 
masuk, belum lagi SPP bulanan dan biaya 
lainnya, tentu untuk mengejar standar 
internasional butuh dana tidak sedikit. 
Untuk SMA lebih besar lagi. Mahalnya 
biaya pendidikan kelas SBI jelas hanya 
bisa dijangkau oleh orang tua 
berpenghasilan besar. Jika demikian 
bagaimana dengan siswa cerdas yang 
orang tuanya hanya pedagang sayur, 
tukang becak, atau buruh cuci? Tidakkah 
siswa ini berhak mengenyam SBI? 
Tidakkah mereka berhak atas masa depan 
yang cerah dengan mencicipi pendidikan 
berkualitas? Belum lagi efek psikologis 
yang bakal diderita siswa lain di luar 
kelas SBI. Betapa tidak, dalam satu 
sekolah yang sama, pagar dan gedung 
yang sama harus dibedakan statusnya 
sebagai siswa SBI yang notabene 
berkelas/keren, dengan siswa berstatus 
biasa. Ini yang terjadi dengan salah satu 
SMA di Bogor, di mana siswa-siswa dari 
orang tua berduit begitu melaju dengan 
berbagai program pembelajaran kelas 
internasional, sementara tak sedikit rekan 
mereka yang hanya bisa “melongo” 
menyaksikan ketidak-adilan nasib”. 
10) SBI adalah sekolah diskriminatif dan 
ekslusif. 
Penyelenggaraan SBI akan melahirkan 
konsep pendidikan yang diskriminatif 
(hanya diperuntukkan bagi siswa yang 
memiliki kemam-puan/kecerdasan 
unggul) ini dilihat ketika peserta didik 
menginginkan untuk masuk ke sekolah 
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berstandar internasional maka siswa 
tersebut harus mengikuti tes sebagai 
syarat masuk ke sekolah berstandar 
internasional yaitu peserta didik memiliki 
nilai rata-rata ijazah minimal 7,5 dan 
kecerdasan peserta didik diatas rata-rata 
tes intelegensi kolektif indonesia 
dan/atau tes potensi akademik. Dikatakan 
ekslusif (pendidikan bagi anak orang 
kaya), karena setiap peserta didik yang 
masuk harus bersedia memberi 
sumbangan untuk menutupi kekurangan 




Sebenarnya inti dari Sekolah Bertaraf 
Internasional adalah semakin tumbuhnya 
kesadaran akan pentingnya untuk terus belajar 
dan berefleksi serta berkembangnya 
pengetahuan dan kesadaran terhadap 
pendidikan demokratis dan multikultural. 
Guru pada sekolah berstandar internasional 
didesain sebagai sosok yang sangat paham 
makna dari konsep pembelajaran deep-
learning, higher order thinking skills, dan 
contextual learning bagi siswa dan semakin 
mengetahui keterbatasan dan manfaat dari 
pembelajaran rote learning yang selama ini 
biasa dipakai di sekolah. 
 Sementara itu, kemajuan pada siswa 
ditunjukkan dengan semakin tampaknya 
sikap kemandirian, tanggung jawab, 
kemampuan bekerja sama, kejujuran, 
toleransi, dan berani menghadapi risiko. 
Dari kajian di atas dapat disimpulkan 
bahwa kebijakan Sekolah Bertaraf 
Internasional (SBI) merupakan upaya 
pemerintah untuk memperbaiki kualitas 
pendidikan Indonesia agar mempunyai daya 
saing dengan negara maju di era global. Salah 
satunya dengan mengadopsi standar 
internasional, negara-negara anggota OECD 
sebagai faktor kunci tambahan di samping 
Standar Nasional Pendidikan. 
Dalam perjalanannya, kebijakan tentang 
SBI mulai terlihat adanya beberapa 
kelemahan, baik secara konseptual maupun 
sistem pembelajarannya. Ibarat kata pepatah 
tiada gading yang tak retak, maka pemerintah 
sebaiknya melakukan pelbagai langkah 
perbaikan konsep dengan melibatkan 
pelbagai unsur/stakeholders pendidikan dan 
melakukan studi-penelitian mendalam 
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